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PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT 1 BALI
NOMOR : 10 TAHUN 1981.
TENTANG
KEFUTUSAN DESA

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT [ BALI

Bahwa sebagal pelaksanaan ketentuan pasal 20 avat (1) Undang-Undang
Nomor : & Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dipandang perlu
untuk menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Deerah Tingkat 1 Bali
tentang Keputusan Desa.

1.

6.

Undang-Undang Nomor : 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat [ Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Teng-
gara Timur {(Lembaran MNegara Tahun 1958 No, 115, Tambahan
Lembaran Negara No. 1649) ;

. Undang-Undang Nomeor : 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pe-

merintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974, Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) 3

. Undang-Undang Nomeor 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa

(Lembaran Megara Tahun 1979 No. 56, Tambahan Lembaran Nega-
ra No, 3153) ;

. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan

dan Peningkatan Funpgsi Lembaga Sosial Desa (LSD) menjadi Lem-
baga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) ;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 tentang Su-

sunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat
Desa ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981 tentang Pem-
bentukan Lembaga Musyawarah Desa |



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1981 tentang Ke-
putusan Desa.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propins{ Daerah
Tingkal 1 Bali. -

MEMUTUSKAN :

Menctapkan :  Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Bali tentang KEPUTUSAN
DESA.

BARB L

KETENTUAN UMUM,.
Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini vang dimaksud dengan @

a. Keputusan Desa ialah semua Keputusan-Keputusan yang telah di-
tetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan/dimufakatkan
dengan Lembaga Musyawarah Desa serta telah mendapat pengesahan
dari Bupati Kepala Daerah Tingkat 11 ;

b. Keputusan Kepala Desa ialah semua Keputusan yang merapakan pe-
laksanaan dari Keputusan Desa dan kebijaksanaan Kepala Desa vanyg
menyangkut pemerintahan dan pembengunan di Desa sepanjang ti-
dak berteniangan dengan kepentingan umum maupun peraturan
perundang-undangan yang berlaku ;

e, Lembapga Musyawarah Desa adalah lembaga permusyawaratan/per-
mufakatan yang keangpotaannva terdir atas Kepala-Kepala Dusun,
Pimpinan Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan dan Pemuka-Pemuka
masyarakat di Desa yang bersangkutan ;

d. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa adalah lembaga masyarakat
di Desa atau Kelurshan yang tumbuh dari, oleh dan untuk masya-
rakat, dan merupakan|wahana partisipasi masyarakal dalam pemba-
ngunan yang memadukan pelaksanaan pelbagai kegiatan Pemerintah
- dan prakarsa serta swadaya golong royong masyarakat dalam sepgala
aspek kehidupan dan penghidupan dalam rangka mewujudkan Ke-
tahanan Nasional, yang meliputi aspek-aspek ideologi, politik, eko-

nomi, sosial budaya, agama dan periahanan keamanan,

BAB. IL

SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PENGAMBILAN
KEPUTUSAN.

Pasal 2,

{1). Dalam rangka menetapkan Keputusan Desa Lembaga Musyawarah
Desa mengadakan rapat vang hans dihadiri oleh

a. sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota Lembapa
Musyawarah Desa ;
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IS

{2).

(3.

{4).

(1)

{2).

{1).

(2},

Disaksikan oleh Camat atau pejabat lain yang ditanjuk olehnya.

Dalam hal jumlgh anggota Lembaga Musyawarah Desa yang hadir
kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a
Rapat Lembaga Musyawarah Desa dinyatakan tidak sah.

Apabila Rapat Lembaga Musyawarah Desa dinyatakan tidak sah
maka Kepala Desa setelah mendengar pertimbangan dari Camat
menentukan wakiu untuk mengadakan rapat berkutnya, selambat-
lambatnya 3 (tiga) hari setelah rapat pertama,

Apabila tiga kali berturut-turut anggota Lembaga Musyvawarah Desa
yang hadir tidak sesuai dengan ayat (1) liuruf a, maka Camat dapat
menentuekan lain,

Pasal 3.

Rancangan Keputusan Desa disusun oleh Kepala Desa dan disam-
paikan kepada para anpgota Lembaga Musyawarah Desa selambat-
lambatnya 3 x 24 jam scbelum Lembaga Musyawarah Desa menga-
dakan rapat untuk menetapkan Keputusan Desa sebagalmana di-
maksud dalam pasal 2 ayat (1).

Dalam menyusun Haneangan Keputusan Desa Kepala Desa dibantu
oleh Perangkat Desa,

Pasal 4.

Agar dapal mengetahui dan menjalankan keinginan masyarakat,
maka dalam penyusunan Raneangan Keputusan Desa mengenai
Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa, Pemerintah
Desa mengadakan rapal Desa dengan masyarakal sesuai dengan
kondisi setempat.

Rapal Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihadiri oleh
Camat atau Pejabat lain vang ditunjuk olehnya.

Pasal 5.

Rancangan Keputusan Desa yang menyangkut bidang pembangunan
Desa di dalam penyusunannya Kepala Desa di samping dibantu oleh Pe-
rangkat Desa juga dibantu oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa,

(1)

(2).

Pasal 6.

Keputusan Desa ditetapkan secara musyawarah/mufakat dan harus
mencerminkan keinginan masyarakat Desa yang bersangkutan serla
tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peratu-
ran perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penetapan Keputusan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1)
sejauh mungkin dihindad adanya pemungutan suara.



(3). Dalam hal musyawarah/mufakat tidak tercapai, Camat atau pejabat
lain vang ditunjuk olehnya berkewajiban untuk memberikan pe-
ngarahan,

B AB. IIIL
BENTUK KEPUTUSAN.
Pasal 7.

Bentuk Keputusan Desa ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lam-
piran Peraturan Daerah ini.

_ BAB. IV.
TATA CARA PENGESAHAN.
Pasal B,

(1}). Keputusan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dapat dilak-
sanakan setelah mendapatkan pengesahan dari Bupati Kepala Dae-
rah Tingkat [I.

(2). Keputusan Desa yang harus mendapatkan pengesahan Bupati Ke-
pala Daerah Tingkat 11 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ada-
lah Keputusan Desa vang :

8. menetapkan ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur ;

b. menetapkan segala sesuatu vang menyangkut kepentingan mas-
varakat Desa ;

¢, menetapkan segala sesuatu yang menimbulkan beban bagi Keu-
angan Desa.

{3). Untuk mendapatkan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) selambat-lambatnya 30 (tigapuluh} hari setelah selesainya
musyawarah harus sudah dapat diterima oleh Bupati Kepala Dae-
rah Tingkat II melalui Camat.

Pazal 9.

(1). Bupati Kepala Daerah Tingkat 11 setelah menerima Keputusan
Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) selambat-lam-
batnya 30 (tigapuluh) hari sudsh dapat memberikan pengesahan
atau penclakannya.

(2). Apabila dalam waktu sebagaimana dlmak.sud dalam ayat (1) Bupati
Kepala Daerah Tingkat Il belum memberikan pengesahan maka
Keputusan Desa tersebut dinyatakan berlaku.

Pasal 10.

{1). Keputusan yang telah disyahkan oleh Bupati Kepala Daerah Ting-
kat II selambat-lambatnya 30 {tigapuluh) hari terhitung mulai tang-
gal pengesahan hanis sudah dapat diterima oleh Kepala Desa mela-
lui Camat.

141



142

v (2).

(1)

[EXE

(1),

(2.

(1).

(2.

(1)

{2).

(3.

Keputusan Desa yang ditolak oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat [1
selambat-lambatnyva 30 (tigapuluh) hari terhilung mulal tanggal
penolakan harus sudah dapat diterima oleh Kepala Desa melalui
Camal diserlai dengan penjelasan dan pelunjuk seperlunya untuk
dimusyawarahkan/dimufakatkan kembali dengan Lembaga Musya-
warah Desa.

BAB V.

PELAKSANAAN.

Pasal 11.
Kepulusan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 avat (1)
hars dilaksanakan oleh Kepala Desa,

. Dalam pelaksanaan Keputusan Desa sebagaimana dimaksud dalam

aval (1) Kepala Desa dibantu oleh Peranpkat Desa,

Dalam hal pelaksanaan Kepulusan Desa mengenal pembangunan
Desa dibantu oleh Perangkal Desa dan Lembaga Ketahanan Masyva-
rakal Desa.

Pasal 12,
Untuk melaksanakan Kepulusan Desa sebagaimana dimaksud da-
lam pasal 11 Kepala Desa menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan
dengan. Keputusan Kepala Desa.
Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayal {1y tem-
busannya disampaikan kepada Bupali Kepala Dacrah Tingkat 11
malalui Carnmat,

BAB, VL
PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN.
Pasal 13.

Kepala Desa memberikan perlanggung jawaban pelaksanaan Kepu-
tusan Desa kepada Bupali Kepala Daerah Tingkat [ melalui Camat,

Kepala Desa memberikan keterangan pertanggung jawaban seba
paimana dimaksud dalam ayvat (1) kepada Lembaga Musyawarah
[resa dalam kesempatan Rapat Lembaga Musyawaral Desa,

Pazal 14,
Pengawasan pelaksanaan Kepulusan Desa dilakukan oleh Bupati
Kepala Daerah Tingkat IT alau Pejabat lain yang ditunjuk elebnya,

Keputusan Kepala Desa sehagaimana dimaksud dalam pasal 12 fi-
dak boleh herfentanpan dengan kepentingan umum dan peraturan
perundang-undangan yvang berdaku.

Keputusan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimak-
sud dalam pasal 6 dan pasal 12 apabila temyata setelah dilalksana-
kan bertentangan dengan kepentingan umum dan pengaturan per-
undang-undangan vang berlaku dibatalkan oleh Bupati Kepala
Dacrah Tingkat I1.



BAB. VIL
KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 15.

Hal-hal lainnya yang belum diatur dalam Peraturan Daerzh ini akan di-
atur lehih lanjut, dengan Kepulusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Bali.

Pasal 186,
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Pasal 17.

Denpan berdakunya Peraluran Daerah ini maka ketentuan-ketentusn
mengenai Keputusan Desa yang bertentangan dengan Peraturan Daerah
ini dinyatakan tidak berlaku,

Denpasar, 23 Desember 1981,

DEWAN PERWAEKILAN RAKY AT ! GUBERNUR KEPALA
DAERAH FPROPINSI DAERAH DAERAH TINGKAT I
TINGEAT I' BALI BRBALI
WAKIL KETUA ;
t.t.d. t.t.d.
( TGUSTI NGURAH SINDHY A BA ). i MANTRA ).
WIE. : .
DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Tgl, : 19 Maret 1982 No. : 140.61-270
Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum

Dan Otonomé Daerah :
Direktorat Jenderal Pemerintahan Daerah

t.t.d.

{ Drs. H. Soemamo ).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat 1 Bali
Mo, 21 Tanggal : 24 Mei Tahun 1982,

Seri : D No. : 21,
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,
t.t.d.

DRS. SEMBAH SUBHAKTIL.
NIP. 010023939.
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 BALI

NOMOR : 10 TAHUN 1981,
TENTANG
KEFUTUSAN DESA.

. Penjelasan Umum :

[} dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang syaral-syarat dan tata cara
Pengambilan Keputusan, Bentuk Keputusan, Tala Cara Pongesahan Kepulbusan,

Pelaksanaan Keputusan, Pertangrung Jawaban dan Pengawasan Keputusan Desa.

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalabh untuk memadukan pel-
bagai kegiatan Pemerintah dan aspirasi masyarakat Desa di dalam kegiatan peme-
rintahan dan pembanpgunan Desa, dalam bentuk Keputusan Desa berdasarkan mus-

yawarah dan mufakatl,

Peraturan Daerah ini merupakan tindak lanjut pelaksanaan pasal 20 dari
U.U, No. & tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan dibuat berdasarkan Peratu-

ran Menteri Dalam Negerd No, 3 Tahun 1981 tentang Keputusan Desa,

IL. Penjelasan pasal demi pasal,

Cukup jelas,
BENTUK KEPUTUSAN DESA. LAMPIRAN.-
KEPUTUSAN DESA .. ...... 1}
KECAMATAN . ......... DKAB. DATLI ...vovuunn. 3
...... TAHUN .. .. ..
TENTANG
......................... 1)
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
EEPALADESA ....c.oiiineins 1)
MENIMBANG L it e e e e e e b}
e o e )
Setelah dimusyawarahkan/dimufakatkan dengan Lembaga Musyawarah Desa . . ... . 1)
MEMUTUSK AN :
MENETAPKAN: KEPUTUSAN DESA ....... 1) KECAMATAN . . .. ....... )
KAB.DATLIT ........... JTENTANG e o) 4)
PERTAMA ¥ ey SR R i e i Th
KEDUA B o S S NN A R g B i 8]
KETIGA e = T R D, 9
dst,

144



.......... Loy i T A
KEPALADESA ... .o

LEMBAGA MUSYAWARAH DESA Ltd, 11}

3.

DISAHKAN OLEM : BUPATT KDIL TINGKATIL . ... i iaann

Nama Lengkap 12)

....... Rt e g 4 o ] o e R e S R e
................ 15) fsekrefaris) 2. oo ooeesaveens

Daftar Anpoota Lembaga Musyawarah Desa Lerlampir.

MENGETAHUL :
EAREATY R e S S 2)

ttd. 17)
Nama Lengkap 18).
PADA TANGGAL et e b 159}
KOMOR E Pt i 204

t.bed, 21)
Nama Lengkap., 22).

LAMPIRAN.

KETERANGAN
1). = Nama Desa,
2). = Nama Kecamalan.
3). = Nama Kabupaten Daerah Tingkat [1.
4}, = Nama Keputusan Desa.
5). = Alasan-alasan/pertimbanpan-pertimbangan pembuatan Keputusan Desa.
G). = Daftar Hukum penetapan Keputusan Desa.
71 1 Memuat memori Keputusan Desa. Perumusan harus jelas, singkat dan
8). ) tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan kefentuan peraturan
9). )} pernundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya.
10, = Tanggal, bulan dan tahun ditetapkan Keputusan Desa.
11). = Tanda tangan Kepata Desa yang bersanpgkutan.
12). = WNama Kepala Desa yang bersangkutan.
13). = Nama Ketua Lembaga Musyawarah Desa,
14). = Tanda tangan Ketua Lembaga Musyawarah Desa,
15). = Nama Sekretaris Lembaga Musyawrah Desa.
16). = Tanda tanpan Sekretaris Lembaga Musyawarah Desa.
17y, = Tanda tangan Camat vang bersangkutan.
18). = Nama Camat yang bersangkutan.
193, = Tanggal, bulan, dan tahun disahkannya Keputusan Desa.
200, = WNomor Keputusan Desa.
21). = Tanda tangan Bupati Kepala Daerah Tingkat 1T yang bersangkulan.
22). = Nama Bupati Kepala Daerah Tingkat [I yang bersanpgkutan.
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